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BAB II 

PENEGAKAN HUKUM, PENYIDIKAN, TINDAK PIDANA PROSTITUSI 

ONLINE, PEKERJA SEKS KOMERSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN 

ASAS KEPASTIAN HUKUM 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum 

1. Pengertian Penegakan Hukum 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku 

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. 

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa:1 

“Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan 

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-

kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian 

penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, 

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan 

hidup.” 

 

Menurut Harun M. Husein Penegakan Hukum adalah:2 

“Penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum 

dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan 

sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut 

aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana 

merupakan satu kesatuan proses diawali dengan 

penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan 

 
1 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, 

1983, hlm. 35. 
2 Harun M.Husen, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, 

hlm. 58. 
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terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan 

terpidana.” 

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara 

konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum 

pidana merupakan pelaksaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan 

demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut 

penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. 

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi 

perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau 

sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan kedamaian. 

Barda Narwawi Arief menyatakan bahwa:3 

“Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk 

menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi 

rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka 

menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana 

sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku 

kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum 

pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang 

lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk 

menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan 

politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan 

untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang 

sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan 

untuk masa-masa yang akan datang.” 

 

Berdasarkan pengertian di atas bahwa penegakan hukum dapat juga 

diartikan penyelenggarakan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh 

setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya  

 
3 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 

109. 
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masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Kemudian penegakan 

hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan 

hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, 

apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, 

keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh 

nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan 

yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka 

pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum 

pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.  

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang 

secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. 

Dengan demikian pembangunan nasional di bidang hukum ditujukan agar 

masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum 

yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan 

tentram.  

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari 

keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-

dasar dan aturan-aturan untuk:4 

a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak 
boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai 
ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi 
barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 

 
4 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, 

Yogyakarta, 2002, hlm. 1. 
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b. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang 
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan 
atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah 
diancamkan. 

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan 
pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang 
disangkakan telah melanggar larangan tersebut.  

 
Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu 

pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-

peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya 

serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap 

kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan 

suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa 

hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma 

baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-

kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum. 

Mardjono Reksodiputro dalam bukunya Kriminologi dan Sistem 

Peradilan Pidana, mengemukakan juga bahwa:5 

“Penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan 

oleh aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian 

hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era 

modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, 

apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu 

menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian 

antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai 

aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu 

proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk 

masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah 

 
5 Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan dan 

Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1997, hlm. 17. 
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keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana 

sebagai sistem peradilan pidana.” 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan 

hukum pidana merupakan pelaksaan dari peraturan-peraturan pidana. 

Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang 

menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta prilaku nyata 

manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau acuan 

bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. 

Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, 

dan mempertahankan kedamaian.  

2. Teori Penegakan Hukum 

Menurut Shant Dellyana dalam bukunya yang berjudul Konsep 

Penegakan Hukum, bahwa:6 

“Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk 
mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan 
kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan 
hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-
ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya 
upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma 
hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam 
lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan 
hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide 
dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat 
menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan 
suatu proses yang melibatkan banyak hal.” 

 
6 Shant Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 37. 
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Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 

(tiga) bagian yaitu:7  

a. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan 
hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh 
hukum pidana substantif (subtantive law of crime). 
Penegakan hukum pidana secara total ini tidak 
mungkin dilakukan sebab para penegak hukum 
dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang 
antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, 
penahanan, penggeledahan, penyitaan dan 
pemeriksaan pendahuluan. Selain itu mungkin 
terjadi hukum pidana substantif sendiri 
memberikan batasan-batasan. Misalnya, 
dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat 
penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). 
Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area 
of no enforcement. 

b. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan 
hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi 
area of no enforcement dalam penegakan hukum ini 
para penegak hukum diharapkan penegakan hukum 
secara maksimal. 

c. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full 
enforcement ini dianggap not a realistic expectation, 
sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam 
bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana 
dan sebagainya, yang semuanya mengakibatkan 
keharusan dilakukannya discretion dan sisanya 
inilah yang disebut dengan actual enforcement.  
 

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan 

hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana 

(criminal law application) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural 

berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. 

 
7 Ibid, hlm. 39. 
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Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasihat hukum. Dalam 

hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 (tiga) dimensi:8  

a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem 
normatif (normative system) yaitu penerapan 
keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan 
nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana. 

b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem 
administratif (administrative system) yang 
mencakup interaksi antara berbagai aparatur 
penegak hukum yang merupakan sub sistem 
peradilan di atas. 

c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial 
(social system), dalam arti bahwa dalam 
mendefinisikan tindak pidana harus pula 
diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang 
ada dalam lapisan masyarakat. 
 

3. Sistem Peradilan Pidana 

Menurut Moeljatno dalam bukunya yang berjudul Perbuatan 

Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, bahwa:9 

“Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu 
masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan 
tujuan mencegah masyarakat menjadi korban 
kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi 
sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah 
ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan 
mengusahakan mereka yang pernah melakukan 
kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.” 

 
Adapaun menurut Romli Atmasasmita dalam bukunya yang 

berjudul Sistem Peradilan Pidana, bahwa:10 

 
8 Ibid, hlm. 40. 
9 Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan dan 

Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1997, hlm. 12-13. 
10 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm. 22. 
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“Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan 

(network) peradilan yang menggunakan hukum pidana 

sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, 

hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan 

pidana. Namun, demikian kelembagaan substansial ini 

harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. 

Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya 

untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa 

bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi 

apa yang dikatakan sebagai precise justice, maka 

ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyatanyata 

dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum 

benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan 

hukum.” 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana 

merupakan pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana 

melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-

sendiri, badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan 

lembaga kemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan 

badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-

instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan 

wewenangnya. Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian 

itu disebut model kemudi (stuur model). Jadi kalau Polisi misalnya hanya 

menegur orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat 

proses verbal dan meneruskan perkaranya ke kejaksaan, itu sebenarnya 

merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan 

kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka 

pengadilan. Ini semua dalam suasana kriminologi disebut suatu prinsip 
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dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu 

harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.  

Selain itu juga bahwa sistem peradilan pidana melibatkan 

penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana 

formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat 

prefentif, represif, maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak 

keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana 

yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga 

pemasyarakatan.  

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa:11 

“Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem 

penegakan hukum, karena proses peradilan pada proses 

menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik 

dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena 

kekuasaan kehakiman pada dasarnya juga merupakan 

kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum.” 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman 

tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin 

penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski menjadi pelaku 

kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk 

mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk 

didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi 

penasihat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan 

 
11 Barda Nawawi Arief, Pendekatan Keilmuan Dan Pendekatan Religius Dalam Rangka 

Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia, Badan Penerbit Undip, 

Semarang, 2012, hlm. 42. 
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pembelaan dan hak untuk di sidang di muka Pengadilan yang bebas dan 

dengan hakim yang tidak memihak.  

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak 

ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum 

acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap 

batin penegak hukum yang menghormati hak-hak masyarakat. Kebangkitan 

hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam 

mekanisme sistem peradilan pidana.  

Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat 

diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum 

berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman 

yang bebas dan bertanggung jawab. Semua itu hanya terwujud apabila 

orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu 

mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan yang 

saling interrelasi dan mempengaruhi. Artinya penegakan hukum merupakan 

satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, 

karena saling berkaitan dan mempengaruhi. 

B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan 

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Penyidikan 

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara 

Pidana Indonesia, bahwa:12 

 
12 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 120. 
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“Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar 

dengan pengertian opsporing (Belanda) dan 

investigation (Inggris) atau penyiasatan atau siasat 

(Malaysia).” 

 

Menurut M. Yahya Harahap bahwa:13  

“Penyidikan adalah suatu tindakan lanjut dari kegiatan 

penyelidikan dengan adanya suatu terjadinya peristiwa 

tindak pidana. Persyaratan dan pembatasan yang ketat 

dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan 

bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu 

peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.” 

 

Menurut De Pinto bahwa: 

“Menyidik (opsporing) berarti “pemeriksaan permulaan 

oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh 

undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa 

pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada 

terjadi sesuatu pelanggaran hukum”. 

 

Menurut Hartono dalam bukunya yang berjudul Penyidikan & 

Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif 

menyatakan bahwa:14 

“Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, penyidik 

adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau 

pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi 

wewenang khusus oleh undang-undang untuk 

melakukan penyidikan. Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 

Acara Pidana jo. Peraturan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang 

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, memberi definisi 

penyidikan sebagai berikut: “Serangkaian tindakan 

penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur 

 
13 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan 

Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 210. 
14 Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, 

Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 32. 
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dalam undang-undang ini untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 

menemukan tersangkanya”. 

 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) KUHAP di atas, 

menjelaskan bahwa penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk 

mencari bukti-bukti yang dapat menyakinkan atau mendukung kenyakinan 

bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana 

itu benar-benar terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung 

keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah terjadi, harus dilakukan dengan 

cara mempertimbangkan dengan saksama makna dari kemauan hukum 

sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana 

(kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas 

yang di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata 

merugikan pihak lain di peristiwa tersebut.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyidikan 

merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang 

merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana 

dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat 

itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada 

tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari 

dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai 

tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya 

diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan 
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bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga 

menentukan pelakunya. 

Penyidik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP, bahwa Penyidik 

adalah:15 

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 
b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan 

wewenang khusus oleh undang-undang. 
 

Pada Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dirumuskan 

penyidik adalah: Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian 

Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, 

calon harus memenuhi syarat:  

a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan 

paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;  

b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun; 

c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi 

reserse kriminal; 

d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan 

dokter; dan 

e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi. 

 
15 Hari Sasangka, Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan 

Persktek, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 22. 
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Selain terdapat penyidik seperti yang telah dijelaskan di atas 

berdasarkan Pasal 10 KUHAP terdapat pula penyidik pembantu. Penyidik 

pembantu berdasarkan Pasal 10 ayat (1) KUHAP adalah pejabat Kepolisian 

Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) Pasal 

ini disebutkan bahwa syarat kepangkatan diatur dengan peraturan 

pemerintah. 

Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana yaitu pada Pasal 3 yang disebut penyidik pembantu adalah pejabat 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berpangkat paling rendah 

sersan dua (Brigadir) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam 

lingkungan Kepolisian Negara yang diangkat oleh Kepala Kepolisian 

Negara atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Republik Indonesia, terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur 

tentang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 

yang tidak diatur didalam KUHAP dan hal ini merupakan relevansi asas 

hukum pidana (lex specialist derogat lex generalist) secara sosiologi, 

kewenangan polisi dalam proses pemeriksaan pendahuluan ini dilihat 

sebagai kedudukan (status) dan peranan (rule).  
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Perilaku menyimpang yang mungkin dilakukan oleh penyidik:16  

a. Penyidik tidak melakukan tindakan lanjut terhadap 
adanya aduan atau laporan dari masyarakat tentang 
adanya dugaan terjadinya tindak pidana; 

b. Penyidik melakukan tindakan kekerasaan terhadap 
tersangka pada saat pemeriksaan; 

c. Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian 
Penyidik (SP3) tanpa alasan yang jelas. 

 
2. Pengertian Penyidik 

Penyidik berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah pejabat polisi 

Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang 

diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 

Lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6 KUHAP, yang 

memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan 

pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri 

(Kepolisian Republik Indonesia) dan pejabat penyidik negeri sipil.  

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul 

Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, bahwa: 

“Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 angka 1 

KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 

KUHAP yang mengatur tentang adanya penyidik 

pembantu selain penyidik.” 

 

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak 

sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, 

ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam Pasal tersebut ditentukan instansi 

 
16 Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana Dan Kriminolog, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 

42. 
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dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 

KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik 

antara lain adalah:  

a. Pejabat Penyidik Polri (Kepolisian Republik Indonesia) 

Seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, 

harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan 

dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) 

KUHAP, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan 

kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan 

Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah 

berupa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Syarat 

kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah 

sebagai berikut: 

1) Pejabat Penyidik Penuh Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai 

pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat 

kepangkatan dan pengangkatan,yaitu:  

a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;  
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b) Atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua 

apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat 

penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua; 

c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia. 

2) Menurut Nico Ngani, I Nyoman Budi Jay dan Hasan Madani dalam 

bukunya yang berjudul Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian 

Umum Dan Penyidikan, bahwa:17 

“Penyidik Pembantu dalam Pasal 10 KUHAP 
menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat 
Kepolisan Negara Republik Indonesia yang diangkat 
oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat 
yang diatur dengan peraturan pemerintah.” 
  
Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” 

diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 

2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat 

diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:18  

a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi; 
b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan 

Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-

 
17 Nico Ngani, I Nyoman Budi Jay dan Hasan Madani, Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian 

Umum Dan Penyidikan, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 19. 
18 M.Yahya Harahap, op.cit, hlm. 111-112. 
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kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan 
II/a); 

c) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia 
atas usul komandan atau pimpinan kesatuan 
masing-masing. 

 

Menurut Hartono dalam bukunya yang berjudul Penyidikan Dan 

Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif 

bahwa penyidik terhadap tindak pidana prostitusi terdiri atas:19 

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk 
mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti 
itu membuat terang tentang perbuatan pidana yang 
terjadi, guna menemukan tersangkanya. penyidik yang 
telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang 
diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik tersebut 
memberitahukan hal itu kepada penuntut umum 
berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP pemberitahuan 
dimulainya penyidikan dilakukan dengan SPDP atau 
Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang 
dilampiri:  
a) Laporan Polisi; 
b) Resume BAP Saksi; 
c) Resume BAP Tersangka; 
d) Berita Acara Penangkapan; 
e) Berita Acara Penahanan; 
f) Berita Acara Pengeledahan; 
g) Berita Acara Penyitaan. 

 
Kegiatan-kegiatan pokok dalam penyidikan:  
a) Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan 

penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu 
peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, 
guna menentukan dapat tidaknya di lakukan 
penyidikan. 

b) Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk 
mendapatkan keterangan, kejelasan dan 

 
19 Hartono, Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, 

Cetakan Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 54.  
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keidentikan tersangka dan atau saksi atau barang 
bukti maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang 
terjadi sehingga peranan seseorang atau barang 
bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi jelas. 

c) Penindakan merupakan setiap tindakan hukum 
yang dilakukan terhadap orang atau barang yang 
ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang 
terjadi, yang dapat berupa:  

1) Pemanggilan; 
2) Penangkapan; 
3) Penahanan; 
4) Penggeledahan; 
5) Penyitaan. 

d) Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara 
merupakan kegiatan akhir dari penyidikan tindak 
pidana, meliputi:  
1) Pembuatan resume; 
2) Penyusunan isi berkas perkara; 
3) Pemberkasan. 

e) Penyerahan berkas perkara merupakan suatu 
tindakan kepolisian setelah penyidikan sudah di 
nyatakan lengkap atau P21, penyidik menyerahkan 
tanggung jawab tersangka dan barang bukti. 
 

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil  

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan 

Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, bahwa:20 

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) 
huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai 
fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, 
wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-
undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri 
pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal.” 
 

 
20 Ibid, hlm. 113. 
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Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil 

hanya terbatas sepanjang yang berhubungan dengan tindak pidana 

yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai 

dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) 

KUHAP bahwa: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud 

Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-

undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam 

pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan 

penyidik Polri”. 

Menurut Hartono dalam bukunya yang berjudul Penyidikan Dan 

Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif bahwa 

penyidik terhadap tindak pidana suap terdiri atas:21 

“Penyidik Pegawai Negri Sipil adalah salah satu lembaga 
yang berwenang dalam menyidik. Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang 
yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam 
pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan 
pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf 
a. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang dimaksud 
dengan penyidik dalam ayat ini adalah misalnya pejabat bea 
cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan yang 
melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang 
khusus yang diberikan undang-undang yang menjadi dasar 
hukumnya masing-masing. Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
kedudukannya berada di bawah koordinasi dan 
pengawasan penyidik Polri (Kepolisian Republik Indonesia), 
penyidik pegawai negeri sipil tertentu harus melaporkan 
kepada penyidik Polri (Kepolisian Republik Indonesia) 

 
21 Ibid, hlm. 55.  
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tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang di sidik, 
jika dari penyidikan itu ada ditemukan bukti kuat maka 
Penyidik Pegawai Negri Sipil dapat mengajukan perkara 
kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 107 ayat 
(2) KUHAP. Apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah 
selesai melakukan penyidikan, hasilnya harus diserahkan 
kepada penuntut umum, namun cara penyerahannya 
dilakukan melalui penyidik Polri (Kepolisian Republik 
Indonesia)  berdasarkan Pasal 107 ayat (3) KUHAP. Sebelum 
penyidik Polri (Kepolisian Republik Indonesia) meneruskan 
hasil penyidikan yang di lakukan Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil kepada Jaksa Penuntut Umum. Penyidik Polri 
(Kepolisian Republik Indonesia) berhak dan berwenang 
memeriksa dan meneliti berkas perkara tersebut dan jika 
dianggap kurang lengkap maka penyidik Polri (Kepolisian 
Republik Indonesia)  berhak memberikan petunjuk kepada 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidik 
tambahan berdasarkan Pasal 107 ayat (1) KUHAP.” 
 

3. Tugas dan Kewenangan Penyidikan yang Ditentukan di dalam KUHAP  

Kewenangan melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 

KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak 

pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam 

KUHAP. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik 

yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan 

peyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik 

itu sendiri antara lain adalah:  

a. Pertama, membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP diatur dalam Pasal 8 

ayat (1) KUHAP. 
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b. Kedua, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum 

tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) KUHAP. 

c. Ketiga, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan 

tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan 

tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang 

diperlukan tercantum dalam Pasal 106 KUHAP. 

d. Keempat, menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang 

bukti kepada penuntut umum tercantum dalam Pasal 8 ayat (3) KUHAP. 

e. Kelima, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu 

peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan 

hal tersebut kepada penuntut umum tercantum dalam Pasal 109 ayat 

(1) KUHAP. 

f. Keenam, wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada 

penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai tercantum 

dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP.  

g. Ketujuh, dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan 

untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan 

tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum tercantum 

dalam Pasal 110 ayat (3) KUHAP. 
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h. Kedelapan, setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib 

melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan 

tercantum dalam Pasal 112 ayat (2) KUHAP. 

i. Kesembilan, sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib 

memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak 

pidana prostitusi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum 

atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat 

hukum tercantum dalam Pasal 114 KUHAP. 

j. Kesepuluh, wajib memanggil dan memeriksa saksi yang 

menguntungkan bagi tersangka tercantum dalam Pasal 116 ayat (4) 

KUHAP. 

k. Kesebelas, wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang 

dipergunakan oleh tersangka tercantum dalam Pasal 117 ayat (2) 

KUHAP. 

l. Keduabelas, wajib menandatangani berita acara pemeriksaan 

tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetuji isinya tercantum 

dalam Pasal 118 ayat (2) KUHAP.  

m. Ketigabelas, dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari 

setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai 

melakukan pemeriksaan tercantum dalam Pasal 122 KUHAP. 
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n. Keempatbelas, dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib 

terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka 

atau keluarganya tercantum dalam Pasal 125 KUHAP. 

o. Kelimabelas, membuat berita acara tentang jalannya dan hasil 

penggeledahan rumah tercantum dalam Pasal 126 ayat (1) KUHAP. 

p. Keenambelas, membacakan terlebih dahulu berita acara tentang 

penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi 

tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau 

Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi tercantum 

dalam Pasal 126 ayat (2) KUHAP. 

q. Ketujuhbelas, wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu 

dalam hal melakukan penyitaan tercantum dalam Pasal 128 KUHAP. 

r. Kedelapanbelas, memperlihatkan benda yang akan disita kepada 

keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan 

disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan 

dengan dua orang saksi tercantum dalam Pasal 129 ayat (1) KUHAP. 

s. Kesembilanbelas, Penyidik membuat berita acara penyitaan tercantum 

dalam Pasal 129 ayat (2) KUHAP. 

t. Keduapuluh, menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada 

atasannya, keluarganya dan Kepala Desa tercantum dalam Pasal 129 

ayat (4) KUHAP. 
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u. Keduapuluh satu, menandatangani benda sitaan sesaat setelah 

dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).  

Kemudian kewenangan dari penyidik antara lain adalah:  

a. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk: 

1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 

tindak pidana; 

2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 

3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda 

pengenal diri tersangka; 

4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan 

penyitaan; 

5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 

7) Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi 

tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) KUHAP; 

8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara; dan  

9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 

jawab. 
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b. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau 

orang yang memiliki keahlian khusus tercantum dalam Pasal 120 

KUHAP jo. Pasal 133 ayat (1) KUHAP. 

c. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau 

penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka tercantum 

dalam Pasal 123 ayat (2) KUHAP. 

d. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau 

rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban tercantum 

dalam Pasal 127 ayat (1) KUHAP. 

e. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu 

tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan 

berlangsung tercantum dalam Pasal 127 ayat (2) KUHAP.  

f. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, 

penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang 

atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib 

dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu 

kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan tercantum 

dalam Pasal 132 ayat (2) KUHAP. 

Menurut Darwan Prinst dalam bukunya yang berjudul Hukum 

Acara Pidana Suatu Penganta bahwa dalam melaksanakan tugasnya 

tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu 
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Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 75 KUHAP tentang:22 

a. Pemeriksaan tersangka; 
b. Penangkapan; 
c. Penahanan; 
d. Penggeledahan; 
e. Pemasukan rumah; 
f. Penyitaan benda; 
g. Pemeriksaan surat; 
h. Pemeriksaan saksi; 
i. Pemeriksaan tempat kejadian. 

 
4. Proses Pemeriksaan Penyidikan yang Dilakukan Oleh Penyidik 

Menurut M. Yahya Harahap bahwa:23 

“Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan 
sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik 
pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah 
tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai 
peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, 
sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak 
pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas 
akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada 
kedudukan menusia yang memiliki harkat martabat. Dia 
harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang 
diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak 
pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek 
pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah 
kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. 
Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan 
prinsip hukum “praduga tak bersalah” (presumption of 
innocent ) sampai diperoleh putusan pengadilan yang 
telah berkekuatan hukum tetap.” 

 

 
22 Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Djambatan, Jakarta, 1989, hlm. 92-

93. 
23 M.Yahya Harahap, op.cit, hlm. 115. 
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Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka 

saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau 

ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. 

Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat 

dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan 

cara yang berperikemanusiaan dan beradab.  

Penyidik Polri (Kepolisian Republik Indonesia) tidak secara serta-

merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan 

ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar 

tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam 

melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan-batasan 

kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi 

Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas 

Kepolisan Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 ayat (1) peraturan 

tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap 

petugas Polri (Kepolisian Republik Indonesia) dilarang:  

a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis 
ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, 
keterangan atau pengakuan; 

b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk 
melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum 
atau secara sewenang-wenang; 

c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara; 
d. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat 

atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan; 
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e. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan 
investigasi atau memutarbalikkan kebenaran; dan 

f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta 
imbalan dari pihak yang berperkara.  

 
Mengenai batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang 

dilakukan Penyidik dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-

batasan yang dituangkan di dalam peraturan a quo tersebut. Batasan-batasan 

tersebut terdapat di dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi 

Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas 

Kepolisan Republik Indonesia, yang menyatakan dalam melakukan 

pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:  

a. Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum 
didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas 
persetujuan yang diperiksa; 

b. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan 
yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa; 

c. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan 
yang diperiksa pada awal pemeriksaan; 

d. Tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan 
tujuan pemeriksaan; 

e. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami 
terperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, 
menakuti atau mengancam terperiksa;  

f. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak 
relevan dengan tujuan pemeriksaan; 

g. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau 
tidak menghargai hak terperiksa; 

h. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 
yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk 
mendapatkan keterangan, informasi atau 
pengakuan; 
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i. Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk 
memberikan informasi mengenai hal-hal yang 
berkaitan dengan rahasia jabatannya; 

j. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak 
yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak 
melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak 
yang diperiksa; 

k. Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa 
didampingi oleh penasehat hukum dan tanpa alasan 
yang sah; 

l. Tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa 
untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan 
keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah; 

m. Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak 
mencatat sebagian keterangan atau mengubah 
keterangan yang diberikan terperiksa yang 
menyimpang dari tujuan pemeriksaan; 

n. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan 
saksi yang meringankan untuk diperiksa; 

o. Menghalang-halangi penasihat hukum untuk 
memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka 
yang diperiksa; 

p. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar 
ketentuan hukum; 

q. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan 
kepada yang diperiksa dengan bahasa yang 
dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan 

r. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, 
terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan 
jalannya pemeriksaan. 
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C. Tinjauan Umum Tentang Prostitusi Online 

1. Pengertian Prostitusi Online 

Menurut Kartini Kartono Prostitusi merupakan:24 

“Prostitusi atau juga bisa disebut pelacuran berasal dari 
bahasa Latin yaitu pro-situare yang berarti membiarkan 
diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, 
pencabulan, pergendakan. Dalam bahasa Inggris 
prostitusi disebut prostitution yang artinya tidak jauh 
beda dengan bahasa latin yaitu pelacuran, persundalan 
atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan 
prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS 
atau Wanita Tuna Susila.” 
 
Menurut W.J.S Poerdarmita Pelacuran dalam kamus Bahasa 

Indonesia merupakan:25 

“Berasal dari kata lacur yang bearti malang, celaka, sial, 
gagal, atau buruk laku. Pelacur adalah perempuan yang 
melacur, sundal, wanita tuna susila. Pelacuran adalah 
perihal menjual diri sebagai pelacur, penyundalan.” 
 
Sedangkan secara terminologis, pelacuran atau 
prostutisi adalah:26 
“Penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-
laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau 
kepuasan.” 
 
Menurut Kartini Kartono bahwa:27 

“Pelacuran itu bisa dilakukan baik oleh kamu wanita 
maupun pria. Jadi ada persamaan predikat pelacuran 
antara laki-laki dan wanita yang bersama-sama 
melakukan perbuatan hubungan kelamin diluar 

 
24 Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid I Edisi 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 177. 
25 W.J.S Poerdarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 548. 
26 Robert P.Masland, Jr. David Estridge, Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks, Bumi 

Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 134. 
27 Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid I Edisi 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 184. 
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perkawinan. Dalam hal ini cabul tidak hanya berupa 
hubungan kelamin diluar nikah saja, akan tetapi 
termasuk pula peristiwa homoseksual dan permainan-
permainan seksual lainnya.” 
 
Selanjutnya oleh Kartini Kartono dalam bukunya Patologi Sosial 

memberikan definisi pelacuran adalah sebagai berikut:28  

a. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri 
(persundalan) dengan gejala jalan memperjualbelikan 
badan, kehormatan dan kepribadian banyak orang untuk 
memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan 
pembayaran.  

b. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan 
pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak 
wajar dan tidak teritegrasi dalam bentuk pelampiasan 
nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang atau 
Promiskuitas, disertai eksploitasi seks yang impersonal 
tanpa afeksi sifatnya. 

c. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang 
menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara 
seksual dengan mendapatkan upah. 
 

Kembali kepada pembahasan mengenai prostitusi online yang 

pengertiannya masih belum jelas, oleh karena itu perlu ada pemetaan kata. 

Prostitusi online terbagi menjadi dua kata yaitu prostitusi yang 

pengertiannya sudah dibahas diatas dan kata online di Bahasa Indonesia kan 

mengandung arti terhubung. Sebenarnya dua kata tersebut sulit diartikan 

kedalam satu pengertian. Pembahasan mengenai prostitusi online ini 

membahasa mengenai praktik prostitusi atau pelacuran dengan 

menggunakan media internet atau online sebagai sarana transaksi bagi 

 
28 Ibid, hlm. 185. 
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mereka PSK dan yang ingin menggunakan jasanya. Walaupun jika ingin 

kita perdalam maknanya maka pengertian dari prostitusi online adalah 

transaksi pelacuran yang menggunakan media internet sebagai sarana 

penghubung antara PSK dengan yang ingin menggunakan jasanya. Jadi 

internet hanya sebagai sarana penunjang atau penghubung saja. Tidak 

seperti pada umumnya transaksi PSK yang menunggu pelanggannya 

dipinggir-pinggir jalan. Semua definisi-definisi yang disebutkan memiliki 

masalahnya sendiri karena didefinisikan dari masyarakat yang berbeda yang 

pada dasarnya memiliki standar sosial dan moral yang berbeda-beda tentang 

prostitusi atau pelacuran itu. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa paling tidak 

terdapat empat ciri utama dalam definisi pelacuran yang dapat ditegakkan, 

yakni: bayaran, perselingkuhan, ketidakacuhan emosional, mata 

pencarian. Dalam banyak definisi diatas dan pembahasan-pembahasan 

literatur uang sebagai sumber pendapatan dianggap faktor paling umum 

dalam dunia pelacuran.  

2. Media Yang Digunakan 

Membahas mengenai prostitusi memang tidak ada habisnya, 

mereka pekerja prostitusi semakin canggih dan modern dalam melakukan 

pekerjaan. Zaman yang serba digital ini, pekerja prostitusi tidak mau 

ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Harapan mereka 

dengan memanfaatkanketersediaan teknologi dapat mempermudah 
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pekerjaan mereka. Salah satu teknologi yang sangat mudah untuk 

digunakan adalah layanan internet.  

Internet di Indonesia memang bukan sesuatu yang baru, namun 

pertumbuhannya pesat baru di sekitar tahun 2000-an. Semakin hari 

pengguna internet di Indonesia bertambah jumlahnya, begitu pula dengan 

tarifnya yang semakin murah, merambah dari kota hinggak ke pelosok-

pelosok desa dan dapat diakses dari macam media. Internet bagaikan 

sebuah pisau, tergantung siapa yang memegang pisau tersebut, jika 

digunakan oleh seorang juru masak maka dia akan menggunakannya untuk 

memotong sayuran akan tetapi jika digunakan oleh seorang pembunuh 

maka pisau tersebut akan digunakannya untuk membunuh. Intenet pun 

demikian, dapat digunakan untuk hal-hal yang sangat bermanfaat seperti 

mencari informasi ilmiah, berita terbaru, berbicara dengan kawan dan 

banyak hal lainnya, akan tetapi dapat juga digunakan untuk hal-hal negatif 

dan merugikan orang lain, seperti pencurian kartu kredit, membajak atau 

merusak website orang lain dan termasuk untuk kegiatan prostitusi.  

Untuk di Indonesia praktik prostitusi dengan menggunkan internet 

ini pun terbilang masih baru, seiring dengan perkembangan internet di 

Indonesia itu sendiri. Pekerja prostitusi biasa menggunakan internet untuk 

memperlancar aksinya dan akan merasa lebih aman dari razia petugas, 

karena biasanya mereka menjajakan dipingir-pinggir jalan raya, dengan 
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adanya internet mereka tidak perlu lagi. Disini ada beberapa macam media 

internet yang digunakan oleh pekerja prostitusi untuk melakukan 

pekerjaannya: 

a. Website 

Adanya beberapa layanan website gratis ataupun berbayar 

akan mempermudah pekerja prostitusi untuk mempromosikan dirinya. 

Website disini biasanya dibuat oleh orang lain. Website biasanya 

digunakan untuk menampilkan mereka dengan data-data dengan 

lengkap seperti foto, umur, postur tubuh, harga dan lain-lainnya. 

Dalam bertransaksi protitusi di website tersebut terdapat nomor 

telpon yang dapat dihubungi. Baik itu nomor langsung ke pekerja 

prostitusi atau nomor mucikari yang berhubungan dengan websiter 

tersebut yang lalu akan mengubungi pekerja prostitusi. 

b. Forum 

Forum sebenarnya berwujud sebuah website, namun dengan 

perkembangannya dengan adanya website yaitu dimana seseorang 

pengguna diluar pemilik asli dari website tersebut dapat melakukan 

kontribusi di website tersebut baik berupa tulisan artikel ataupun 

melakukan diskusi-diskusi. Lagi-lagi ini merupakan sebuah 

penyimpangan dari perkembangan teknologi yang ada. Lain dengan 

website berbasis satu arah forum disini kita dapat melakukan interaksi 
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dengan banyak orang, untuk ikut bergabung didalam forum ini kita 

harus terlebih dahulu mendaftar, disini siapa saja boleh mendaftar 

oleh karena ini media ini juga digunakan oleh pihak yang ingin mencari 

keuntungan di bisnis prostisusi.  

Dalam bertransaksi prostitusi, forum umumnya lebih aman dari 

website  standar, ini dikarena forum lebih eksklusif seperti dengan 

aturan harus mendaftar terlebih dahulu menjadi anggota, selain itu 

anggota-anggota yang menjadi mucikari tidak sembarangan 

memberikan data pekerja prostitusi biasanya hanya berupa foto saja. 

Untuk mendapatkan pekerja prostitusi yang diinginkan syarat yang 

paling ketat adalah aktif diforum tersebut, jadi tidak sembarang orang 

atau anggota yang baru mendaftar bisa mendapatkan pekerja 

prostitusi. Satu lagi yang membuat forum menjadi lebih aman adalah 

tingkat rasa kekeluargaan dan keakraban yang tinggi, oleh karena itu 

biasanya antar anggota forum sudah saling mengenal satu dengan 

lainnya. 

c. Jejaring Sosial 

Kemunculan situs jejaring sosial atau dalam bahasa Inggris 

Social Network diawali dari adanya inisiatif untuk menghubungkan 

orang-orang dariseluruh belahan dunia. Harapannya agar mereka 

tetep saling dapat berhubungan dengan keluarga, sahabat, 
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menemukan kawan lama atau hanya sekedar bincang-bincang. Jejaring 

sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual 

atau organisasi. Jejaring ini menunjukan jalan dimana mereka 

berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang 

dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. 

Indonesia yang merupakan negara cukup pesat perkembangan 

teknologinya tidak ingin ketinggalan. Jejaring sosial dengan cepat 

mewabah kesegala kalangan, yang paling terkenal dan banyak 

digunakan adalah jejaring sosial facebook. Indonesia merupakan 

negara peringkat ke dua pengguna facebook, lebih dari 27.000.000 

(dua puluh tujuh juta) akun terdaftar dari Indonesia. Itu hanya dari 

jejaring sosial facebook saja belum lagi jejaring sosial lainnya yang 

setiap saat muncul yang baru. Dengan angka yang luar biasa tersebut 

memunculkan pula ide-ide negatif dari mereka yang tidak bertanggung 

jawab untuk menggunakan jejaring sosial sebagai alat mencari 

keuntungan, dalam hal ini bisnis prostitusi online.  

Banyak sekali berita-berita yang menyebutkan bahwa praktik 

prostitusi online yang marak terjadi, yang mirisnya adalah mereka 

gadis-gadis muda, pelajar dan mahasiswa yang menggunakan jejaring 

sosial ini untuk melakukan bisnis prostitusi ini. Sama seperti halnya 

menggunakan website sebagai sarana bisnis prostitusi online, di 
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jejaring sosial facebook mereka memajang foto-foto dan data-data 

lainnya untuk menarik pelanggan. Penggunaan jejaring sosial dalam 

bisnis prostitusi merupakan hal yang sangat baru, dibanding dengan 

menggunakan media-media yang lainnya. Namun sekarang ini praktik 

prostitusi menggunakan media jejaring sosial sepertinya sudah sangat 

jarang, mungkin dirasakan media ini sudah tidak cukup aman bagi 

mereka yang untuk beriklan praktik prostitusi ini.  

d. Aplikasi 

Media yang digunakan oleh pekerja dibidang prostitusi ini, 

memanfaatkan aplikasi atau program-program yang umumnya adalah 

program interaksi antar pengguna, misalkan program untuk 

berbincang-bincang (chat) ,telephone suara (voice call) ataupun 

telephone gambar (video call). Wujud jadi program-program tersebut 

contohnya adalah Line, Whats App, Yahoo Massanger, CamFrog, mIRC, 

Skype dan lain-lain. Itu adalah contoh Aplikasi yang biasa digunakan 

dalam Handphone ataupun komputer. Lain dengan menggunakan 

website atau forum, dengan aplikasi ini seorang yang ingin 

menggunakan jasa psk tinggal mencari pada ruang chat yang tersedia. 

Cara kerja dari mereka pekerja seks komersial dengan 

menggunakan aplikasi baik yang menggunakan komputer ataupun 

handphone adalah sama, yang membedakannya hanyalah proses 
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dalam bertransaksi, jadi dengan menggunakan aplikasi ini para pekerja 

seks komersial ataupun melalui mucikari dapat langsung 

berkomunikasi. Jadi proses transaksi pun akan lebih cepat. 

 

 

3. Mata Rantai Serta Faktor Penyebab Prostitusi Melalui Media Online 

Mencari sebuah mata rantai dari praktik prostitusi online tidaklah 

mudah, ini dikarenakan media yang menjadi perantara kegiatan prostitusi 

ini teramat sangat luas. Seperti halnya praktik prostitusi yang biasa 

dilakukan dipinggir-pinggir jalan, prostitusi online pun mempunyai mata 

rantai atau mereka yang terlibat dalam praktik prostitusi ini, baik yang 

secara langsung ikut didalamnya dan yang tidak. Prostitusi online 

mempunya mata rantai yang sedikit berbeda dengan kegiatan prostitusi 

lainnya, hal ini karena memang media yang digunakannya pun berbeda. 

Berikut adalah mata rantai dalam praktik prostitusi di dunia maya: 

1. Mucikari 

Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk 

kepada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur 

atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang 

yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" pekerja 

seks komersial (PSK).  
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Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, 

pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna 

jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan 

mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi 

berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam 

mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang "berhutang budi" 

kepadanya.  

Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, 

walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada "anak asuh" 

nya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi online, mereka 

hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan 

mereka lelaki hidung belang. 

2. Pekerja Seks Komersial 

Pekerja seks komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual 

jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut 

pelacur. Pekerja seks komersial sebutan yang diperhalus dari sebutan 

pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tunasusila yang juga 

mengacu kepada layanan seks komersial. Praktik prostitusi dimanapun 

pekerja seks komersial inilah yang menjadi objek eksploitasi utama dari 

mata rantai praktik prostitusi. PSK dalam dunia online ada macamnya, 
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ada yang secara langsung tanpa mucikari menawarkan diri dan ada 

yang memang menggunakan pihak lain dalam hal ini adalah mucikari. 

3. Pihak-pihak Lain 

Disinilah bedanya prostitusi yang pada umumnya ada dengan 

prostitusi melalui media online. Ada pihak-pihak lain yang secara tidak 

langsung mendukung adanya praktik asusila ini. Pihak-pihak ini adalah 

mereka yang menyediakan media-media yang digunakan oleh pekerja 

seks komersial untuk mempromosikan dirinya. Karena menggunakan 

media online seperti website, forum, aplikasi dan lainnya maka para 

pemilik dari website atau forum ini lah yang menjadi pihak yang secara 

tidak langsung mendukung adanya praktik prostitusi online ini. Pemilik 

website ataupun forum menempatkan data-data mereka agar dapat 

diakses oleh siapa saja. Jadi sangat luas bagaimana mata rantai dari 

praktik prostitusi online ini sampai bisa terjadi. 

4. Pihak Penyewa Jasa PSK 

Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak penyewa inilah 

yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi online ini bisa 

terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan 

hingga terjadinya praktik prostitusi ini. Namun pihak penyewa inilah 

yang menjadi target bagi pemilik website atau forum prostitusi online 

untuk menyewa PSK darinya. 
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Setiap pelacur memiliki berbagai asalan untuk menerjuni profesi 

sebagai pelacur. Untuk menelusuri latar belakang seseorang menyambangi 

pekerjaan prostitusi sangatlah sulit dimanapun, karena masalah yang 

melingkupinya sudah jelas dan saling erat berkaitan dari sebab yang satu 

ke sebab yang lainnya.  

Menurut Endang Sedyaningsih faktof-faktor yang ada dapat 

dibedakan secara garis besarnya, diantaranya:29 

1. Faktor Moral atau Akhlak 
a. Adanya demoralisasi atau rendahnya faktor moral, 

ketakwaan individu dan masayarakat serta ketidak 
ketaawaan terhadap ajaran agamanya. 

b. Standar Pendidikan dalam keluarga mereka pada 
umumnya rendah 

c. Berkembangnya pornografi secara bebas dan liar 
2. Faktor Ekonomi 

Adanya kemiskinan dan keinginan untuk meraih 
kemewahan hidup, khususnya dengan jalan pintas dan 
mudah. Tanpa harus memiliki keterampilan khusus, walau 
kenyataannya mereka buta huruf, pendidikan rendah, 
berpikiran pendek sehingga menghalalkan pelacuran. 

3. Faktor Sosiologis 
a. Ajakan dari teman-teman sedaerahnya yang sudah 

lebih dahulu terjun ke dunia pelacuran. 
b. Karena pengalaman dan pendidikan mereka sangat 

minim, akhirnya mereka dengan mudah terbujuk dan 
terkena tipuan dari pria. Terutama dengan 
menjanjikan pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi 
yang akhirnya dijebloskan ke tempat-tempat 
pelacuran. 

4. Faktor Psikologis 
Hubungan keluarga yang berantakan, terlalu menekan dan 
mengalamai seksual dalam keluarga serta adanya 

 
29 Endang  Sedyaningsih, Perempuan Keramat Tunggak, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, 

hlm. 70. 
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pengalaman traumatis (luka jiwa) dan rasa ingin balas 
dendam yang diakibatkan oleh hal-hal seperti kegagalan 
dalam perkawinan, dimadu, dinodai oleh kekasihnya yang 
kemudian ditinggalkan begitu saja. 

5. Faktor kemalasan 
Faktor kemalasan biasanya diakibatkan oleh psikis dan 
mental yang rendah, tidak memiliki norma agama dan 
susila menghadapi persaingan hidup. Hanya dengan modal 
fisik, kecantikan sehingga dengan mudah mengumpulkan 
uang. 
 
 
 

6. Faktor Biologis 
Adanya nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam 
kepribadian yang tidak merasa puas mengadakan relasi 
seks dengan satu istri/suami. 

7. Faktor Yuridis 
Tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran 
serta tidak ada larangan terhadap orang-orang yang 
melakukan relasi seks sebelum pernikahan atau diluar 
pernikahan akan tetapi dilarang dalam undang-undang 
adalah mucikari dan germo 

8. Faktor Pendukung 
Adanya media atau alat pendukung dalam melakukan 
kegiatan prostitusi sangat mempengaruhi mereka yang 
bekerja dibidang ini. Dengan adanya teknologi pendukung 
seperti internet dan handphone membuat seseorang 
dengan mudah dapat bertransaksi prostitusi. 

 
Faktor yang disebutkan diatas adalah yang secara umum dijadikan 

alasan oleh seorang pekerja prostitusi sehingga ia mau untuk melakukan 

pekerjaan yang dalam masyarakat sangat dianggap miring dan mengganggu 

kehidupan berumah tangga. Namun dalam prostitusi online yang sangat 

memprihatinkan sekarang ini faktor pendukung lah yang menjadi 

permasalahannya.  
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Tujuh faktor penyebab terjadinya prostitusi akan menjadi lebih 

mudah terlaksana dengan adanya faktor pendukung ini. Internet adalah hal 

yang sering digunakan dalam transaksi-transaksi prostitusi. Para penjaja 

seks tidak lagi menunggu pelanggan di pinggir-pinggir jalan, namun dengan 

adanya pendukung ini mereka dapat menjadi sangat eksklusif karena 

pelanggan mereka dapat menghubungi pekerja prostitusi hanya dengan 

menggunakan media ini. 

 

4. Prostitusi Dalam Hukum Pidana 

Dalam merespon prostitusi ini hukum di berbagai Negara berbeda-

beda, ada yang mengkategorikan sebagai delik (tindak pidana), ada pula 

yang bersikap diam dengan beberapa pengecualian, Indonesia termasuk 

yang bersikap diam dengan pengecualian. 

Pangkal hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) sebagai apa yang disebut sebagai hukum pidana 

umum. Di samping itu terdapat pula hukum pidana khusus sebagaimana 

yang tersebar di berbagai perundang-ungan lainnya. Berkaitan dengan 

prostitusi KUHP mengaturnya dalam Pasal 296 dan Pasal 506 

Di dalam Pasal 296 KUHP menyatakan bahwa: 

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau 
memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan 
menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, 
diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun 
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empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu 
rupiah”.  
 
Sedangkan Pasal 506 KUHP menyatakan bahwa: 

 “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan 
cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai 
pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama 
satu tahun”. 
 

5. Prostitusi Dalam Undang-Undang Informasi Transaksi dan 
Elektronik 

Media sosial menjadi tempat alternatif marketing untuk menggaet 

konsumen lelaki keranjang sampah kendati kerap pula digunakan untuk 

menggaet konsumen kelas kakap dengan menggunakan gerakan “bawah 

tanah”. Promosi prostitusi dalam bentuk tulisan maupun gambar dapat 

dikategorikan sebagai informasi elektronik yang bermuatan melanggar 

kesusilaan. 

Perbuatan promosi prostitusi online ini dapat dijerat melalui Pasal 

27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik yang menyatakan:  

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya informasi elektronik 
dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan 
yang melanggar kesusilaan”  

 
Ketentuan ini tidak menjelaskan secara detail apa yang dimaksud 

dengan “muatan yang melanggar kesusilaan”. Namun promosi prostitusi 
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online adalah hal yang melanggar kesusilaan dan kepatutan. Sehingga 

mengacu pada ketentuan ini maka siapapun yang membuat status, 

menyediakan link atau meng-upload informasi elektronik berupa tulisan, 

gambar, audio atau video mengenai promosi prostitusi maka dapat dijerat 

tindak pidana Pasal 45 jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

 

 

Menurut Adami Chazaw Melanggar Kesusilaan meupakan:30 

“Melakukan melakukan suatu perbuatan yang 

menyerang rasa kesusilaan masyarakat.perbuatan 

menyerang rasa susila disingkat menyerang kesusilaan 

adalah suatu rumusan yang bersifat abstrak, tidak 

konkret. Perbuatan abstrak itu adalah suatu perbuatan 

yang dirumuskan sedemikian rupa oleh pembentuk 

undang-undang, yang isinya atau wujud konkretnya 

tidak dapat ditentukan, karena wujud konkretnya itu ada 

sekian banyak jumlahnya, bahkan tidak terbatas, dan 

wujud perbuatannya dapat diketahui pada saat perbuatan 

itu telah terjadi secara sempurna, misalnya: bertelanjang, 

berciuman, memegang alat kelaminnya atau alat kelamin 

orang lain, memegang buah dada seorang perempuan, 

memperlihatkan penisnya atau vaginanya dan 

sebagainya yang dilakukan dimuka umum.” 

 

 

 

 

 
30 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 

16. 
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D. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Seks Komersial 

1. Pengertian Pekerja Seks Komersial 

Menurut Koentjoro pengertian PSK merupakan:31 

“Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah para pekerja yang 
bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan 
untuk mendapatkan upah atau uang dari yang telah 
memakai jasa mereka tersebut.” 
 
Tjohjo Purnomo menyatakan:32 

“Pengertian PSK adalah wanita yang pekerjaannya 
menjual diri kepada banyak laki-laki yang 
membutuhkan pemuasan nafsu seksual, dan wanita 
tersebut mendapat sejumlah uang sebagai imbalan, 
serta dilakukan diluar pernikahan.” 
 
Pengertian PSK sangat erat hubungannya dengan pengertian 

pelacuran, PSK menunjuk pada “orang” nya, sedangkan pelacuran 

menunjukkan “perbuatan”. Dari beberapa pendapat yang telah 

dikemukakan di atas, dapat ditegaskan bahwa batasan PSK yang dimaksud 

pada penelitian ini adalah; seseorang perempuan yang menyerahkan dirinya 

“tubuhnya” untuk berhubungan seksual dengan jenis kelamin yang bukan 

suaminya (tanpa ikatan perkawinan) dengan mengharapkan imbalan, baik 

berupa uang ataupun bentuk materi lainnya. 

Di beberapa negara istilah prostitusi dianggap mengandung 

pengertian yang negatif. Di Indonesia, para pelakunya diberi sebutan 

 
31 Koentjoro, On The Spot Tutur Dari Sarang Pelacur, Tinta, Yogyakarta, 2004, hlm. 26. 
32 Ashadi Siregar, Dolly, Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran 

Dolly, Grafitipers, Jakarta, 1983, hlm. 11. 
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Pekerja Seks Komersial. Ini artinya bahwa para perempuan itu adalah orang 

yang tidak bermoral karena melakukan suatu pekerjaan yang bertentangan 

dengan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Karena 

pandangan semacam ini, para pekerja seks mendapatkan cap buruk (stigma) 

sebagai orang yang kotor, hina, dan tidak bermartabat. 

Menurut Kartini Kartono mengemukakan definisi pelacuran sebagai 

berikut:33 

a. Pelacuran adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan 
pola-pola oraganisasi implus atau drongan seks yang tidak 
wajar dan tidak terintergrasi dalambentuk pelampiasan 
nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang 
(promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, 
yang impersonal tanpa afeksi sifatnya. 

b. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri 
(persundalan) dengan jalan memperjual belikan badan, 
kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk 
memuaskan nafsu-nafsu seks, dengan imbalan 
pembayaran. 

c. Pelacuran adalah perbuatan perempuan atau laki-laki yang 
menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara 
seksual dengan mendapatkan upah. 

 
2. Faktor Adanya Pekerja Seks Komersial 

a. Kemiskinan 

Di antara alasan penting yang melatarbelakangi adalah 

kemiskinan yang sering bersifat struktural. Struktur kebijakan tidak 

memihak kepada kaum yang lemah sehingga yang miskin semakin 

 
33 Kartini Kartono, op.cit, hlm. 217. 
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miskin, sedangkan orang yang kaya semakin menumpuk harta 

kekayaannya. 

Kebutuhan yang semakin banyak pada seorang perempuan 

memaksa dia untuk mencari sebuah pekerjaan dengan penghasilan 

yang memuaskan namun kadang dari beberapa mereka harus bekerja 

sebagai PSK untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. 

b. Kekerasan Seksual 

Penelitian menunjukkan banyak faktor penyebab perempuan 

menjadi PSK diantaranya kekerasan seksual seperti perkosaan oleh 

bapak kandung, paman, guru dan sebagainya. 

c. Penipuan 

Faktor lain yaitu, penipuan dan pemaksaan dengan berkedok 

agen penyalur kerja. Kasus penjualan anak perempuan oleh orangtua 

sendiri pun juga kerap ditemui. 

d. Pornografi 

Menurut definisi Undang-undang Anti Pornografi, pornografi 

adalah bentuk ekspresi visual berupa gambar, tulisan, foto, film atau 

yang dipersamakan dengan film, video, tayangan atau media 

komunikasi lainnya yang sengaja dibuat untuk memperlihatkan secara 

terang-terangan atau tersamar kepada public alat vital dan bagian-

bagian tubuh serta gerakan-gerakan erotis yang menonjolkan sensualitas 
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dan seksualitas, serta segala bentuk perilaku seksual dan hubungan seks 

manusia yang patut diduga menimbulkan rangsangan nafsu birahi pada 

orang lain. 
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